DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Raharjo, (2002) “Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan
Kejahatan Berteknologi”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahsin Thohari, Imam (2010), “Dasar-Dasar Politik Hukum”. Raja Grafindo
Persada . Jakarta.

Anak, P. (2019). Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang.
http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5246/1/artikelll nyoman batola.pdf

Arief, Barda. (1998) “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan
Pengembangan Hukum Pidana”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arif, Barda (2001). “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan”. Citra Aditya Bhakti. Bandung .

Bambang Poenomo, (2012) “Asas-asas Hukum Pidana”, Jakarta: Ghalia
Indonesia.

Bagir Manan. (1993). “Politik Perundang Undangan”. Jakarta.

CST Kansil, (1989), “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”,
Jakarta: Balai Pustaka.

Faisal, Simatupang, N (2018). “Hukum Perlindungan Anak”. CV. Pustaka
Prima.

Moh.Mahfud MD. (2018). “Politik Hukum di Indonesia”. PT. Raja Grafindo
Persada. Depok. Citra Aditya)

Soedjono Dirdjosisworo, (2008) Pengantar [lmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada,).

Soerjono Soekanto, (2011). “Sosiologi Suatu Penggantar”, Jakarta:
Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo, (2012)”Mengenal Hukum Suatu Pengantar”,
(Yogyakarta: Liberty.)

121



122

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

JURNAL

Abdul Hakim Yasyir. (2023). “Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai
Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Pro
Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.
12 No. 3

Aena Linda Mustika,dkk. (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Atas
Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial”, Bhirawa
Law Journal, Vol. 2 Issue 1.

Anisha Widi Tomo. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial”, JUSTITIA
: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5.

Astuti Nur Fadillah, (2021)” Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual
Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Belo
7 (2).

B.F. Sihombing, (2019) “Contemporary Issues of Agrarian Law Instituions:
Critical Analysis of Legal Structure on Human Caapital and
Information Technology, ” Journal of Legal, Ethical and Regulatory
Issues 22, no. 2

Chesfeeda Akhtar,(2013)"Sexual Harassment at A Workplace and in
Educational Institutions: A Case Study of District Srinagar,
Kashmir”, Jurnal International NGO Journal, Department of
Sosiology, University of Kashmir, J & K, India.



123

Christy A. 1. Aleng, (2020) “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Seksual Secara
Verbal,” Lex Crimen (Manado) Vol. 4 Nomor 2.

Fara Novanda Fatura, (2019) “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Recidive 8 (3).
Juanda, dkk, Perlindungan Hukum

Handayani, Sholikhudin, r.(2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(2),

Ika Septianti. (2022). “Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media
Sosial, Jurnal Justice”, Vol 4 No 1.

Imawanto, et.al.(2021) “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di
Indonesia”. Meida Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 1.

Intan Diah Permata Ayu. (2022). “Penerapan Hukum Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia”, Court
Review:Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 No. 4.

Livia Jayanti Putri, (2019), “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan
Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara,
Vol. 8, No. 2.

Lutfil Ansori, (2017) “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum
Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol 4 No. 2

Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. (2021). “Politik Hukum Pidana
Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp”, Khazanah Multidisiplin, Vol 2
No 1.

Sudarmaji, Sebyar, m. h. (2023). perlindungan hukum bagi anak korban
kekerasan seksual. journal of law and nation, 2(4)

WEBSITE

Andesta Herli Wijaya, “Eks Pelaku Kejahatan Seks Berisiko Mengulang
Perbuatannya”, https://www.validnews.id/ kultura/ahli-eks-pelaku-
kejahatan-seks-berisiko-mengulang-perbuatanya.



124

Andro Meda, "Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence),” n.d.,
http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-
sociological 8330.html.

CNN Indonesia, “Kasus Baiq Nuril Yang dipidanakan Karena Merekan
Percakapan Mesum”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
48878086.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cara Puspeka Kemendikbud
Kurangi Tingkat Kekerasan Berbasis Gender. Diakses dari
https:// www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-
kemendikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Membangun Indonesia Bebas
Kekerasan Terhadap Anak”,
https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-
membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak/amp.

Komnas Perempuan, “Beda Pendapat Dengan Komnas HAM, KPPA Sebut
Herry Wirawan Bisa Dihukum Mati,”
https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-sebut-harry-wirawan-
bisa-dihukum-mati/a-46374964.

Komnas Perempuan, “ Hukum Jarang Berpihak Pada Perempuan,”
https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-hukum-jarang-
berpihak-pada-perempuan/a-46374964.

Komnas Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023
Diakseshttps://drive.google.com/file/d/18fePLROxY EoNbDuFvH9
IEshykn_y9RpT/view.



https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-kemendikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-kemendikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender
https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak/amp
https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak/amp
https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-sebut-harry-wirawan-bisa-dihukum-mati/a-46374964
https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-sebut-harry-wirawan-bisa-dihukum-mati/a-46374964
https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEoNbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view
https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEoNbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view

